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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 te g Informasi dan. 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara· Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 te g Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara blik. Indonesia 
Nomor 5038); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar ara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lernbaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Noinor 74, Tambahan, embaran Negara 

· Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada 'huruf a tersebut di 
atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kata Makassar 
tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan 
Dan Akses Arsip Dinamis. 

a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis 
yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 
40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 
arsip oleh pihak- pihak yang tidak berhak, maka perlu diatur 
dalam suatu pedoman pernbuatan sistem klasifikasi keamanan 
dan akses arsip dinamis; 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
Nomor: 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN 
DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

PROV ATAN 

34 TAHUN 2018
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12. Peraturan Pernerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahuri 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 TaHun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 'fahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Nomor 2036 Tahun 2015). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

... ' 

9. Undang-Undang ·Nomor 30 Tahun 2014 ten g Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
J 

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maras, dan [Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 2970); · 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); . 

6. Undang-Undang . Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan bagi pencipta arsip sebagai 
panduan dalam melakukan pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak 
akses arsip dinamis, serta pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi 
keamanan dan akses arsip dinarnis. 

Pasal 3 

Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 

BAB II 

9. 

8. 

7. 

Daerah adalah Kota Makassar; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar; 
Walikota adalah Walikota Makassar; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Makassar; 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam elenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan 
dan Kelurahan; 
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan .daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kernasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. ' 
Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 
dinamis. 
Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum 
dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempennudah 
penemuan dan pemanfaatan arsip. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Dalam Peraturan W alikota ini, yang di maksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN 
' PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES 

ARSIP DINAMIS. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

MOH.RAMDHANPOMANTO 

NALIKOTA MAKASSAR. 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Makassar. 

Pasal 4 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

TTD

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 34

28 September 2018

28 September 2018


